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ABSTRAK
Reni Jayanti
401.14.11.085

TUMPANG TINDIH PENGUASAAN TANAH YANG TELAH
BERSERTIFIKAT OLEH MASYARAKAT TERHADAP TANAH

NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

(Studi Kasus Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep.
Bangka Belitung)

Skripsi. Fakultas Hukum. 2018
Kata Kunci: Penguasaan, Sertifikat Tanah, Tanah Negara

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang
penggunaannya dilimpahkan langsung kepada pemerintah yang digunakan untuk
kepentingan umum. Tanah yang berada dalam penguasaan negara adalah milik
negara dan masyarakat dilarang untuk menguasai, memanfaatkan dan
mempergunakan tanah tersebutkarena dikhawatirkan akan merugikan masyarakat
itu sendiri jika sewaktu-waktu negara ingin mengambil tanah tersebut.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat
permasalahan pengaturan mengenai tumpang tindih penguasaan tanah yang telah
bersertifikat oleh masyarakat terhadap tanah negara dan akibat hukum jika terjadi
tumpang tindih penguasaan tanah oleh masyarakat terhadap tanah negara. Jenis
penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-
Normatif. Metode pendekatan yang digunakan penulis antara lain dengan cara
pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual.
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara studi
kepustakaan. Kemudian teknik analisis terhadap bahan hukum yang digunakan
penulis yaitu dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan
adalah bahwa pengaturan mengenai tumpang tindih penguasaan tanah terhadap
tanah negara tidak jelas, karena pengertian penguasaan tanah negara antara
menurut UUD NRI tahun 1945, UUPA, dan PP Nomor 8 Tahun 1953 berbeda dan
akibat hukum terhadap tumpang tindih penguasaan tanah oleh masyarakat
terhadap tanah negara adalah salah satu sertifikatnya batal demi hukum atau
dianggap tidak ada sebelumnya juga menguasai tanah negara dapat diancam
dengan ancaman pidana.
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ABSTRACT

Reni Jayanti

OVERLAPPING CONTROL HAS BEEN CERTIFIED BY THE LAND OF
LAND OF THE COMMUNITY BASED ON LAW NUMBER 5 YEAR 1960

REGARDING THE REGULATION OF THE BASIC PRINCIPLES AGRARIA

Thesis Faculty of Law. 2018

Keywords: Tenure, Land Certificates, State Land

State land is land that is directly controlled by the state are transferred directly to
the government use that is used in the public interest. Land in the possession of
the state are state owned and the public are forbidden to dominate, exploit and
use the land because it was feared would harm the community itself if at any time
the state wants to take the land. Based on the background of the above problems,
the authors raised the issue of overlapping arrangements regarding control of
land that has been certified by the people against the state land and the legal
consequences if there is an overlap of land ownership by the people against the
state land. This type of research used by the author in this study is the juridical-
normative research. The method used by the author, among others by means of
law approach, historical approach and conceptual approaches. Data collection
techniques used by the author is by way of literature study. Then engineering
analysis of legal materials used writer is the qualitative analysis. The results of
the research that has been done is that the arrangement of the overlapping
control of land to state land is not clear, because the sense of mastery of state
land between by the Constitution NRI 1945, BAL, and Government Regulation No.
8 of 1953 is different and the legal consequences of the overlapping control of
land by the public on the state land is one of the certificate null and void or
deemed not also control the land before the state can be liable to a penalty.
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